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/ Pengantar

Alhamdullilaahi rabbil ‘aalamin, buku transformasi administrasi negara dengan dua
jilid ini adalah kumpulan makalah yang di dapat dari konferensi administrasi negara
ketiga di Bandung pada 6-8 Juli 2010, konferensi administrasi negara yang dilak-
sanakan di Bandung ini adalah keterusan dari konferensi administrasi negara satu
dan duayang dilaksanakan di Yogyakarta (UGM) dan Surabaya (Unair). Berbagai kum-
pulanmakalah ini yang sangat banyak diterima oleh panitia konferensi menyebabkan
tidak semua makalah masuk dalam buku ini. Walaupun ada berbagai makalah yang
tidak diterima dalam buku ini dikarenakan faktor teknis seperti makalah sudah diter-
bitkan ditempat lain dan sebagainya.

Hasil-hasil dari makalah ini mengalami proses editing oleh tiga editor dari konferensi
administrasi negara tiga. Buku pertama yang berjudul transformasi administrasi neg-
ara: perspektif manajerialisme, mengemukakan berbagai perubahan dalam konsep
manajemen pada sektor publik. Kemudian buku kedua yang berjudul transformasi
administrasi negara: perspektif politik dan kebijakan publik ini juga mengalami pe-
rubahan yang sangat signifikan terutama setelah era reformasi saat ini, dimana politik
suatu bangsa sangat berperan dalam menentukan suatu kebijakannya.

Makalah-makalah ini mengalami proses editing sehingga ada beberapa kata-kata, kali-
mat atau tanda yang berubabh, tetapi tidak merubah makna yang terkandung di dalam-
nya. Proses editing ini memakan waktu yang sangat lama karena berbagai makalah
tersebut memang memiliki kekhasan masing-masing, sehingga kami memerlukan
penelaahan dan terkadang perlu mengkonfirmasi ulang pada para penulis.

Kami sangat berterima kasih sekali atas kepercayaan para teman-teman di program
studi ilmu administrasi negara, FISIP, UNPAD serta LP3AN (Lembaga Penelitian, Pela-
tihan dan Pengkajian Administrasi Negara) yang telah bersusah payah menyelengga-
rakan acara konferensi ini sehingga dapat berlangsung dengan baik.

Pada momen ini juga perlu kami sampaikan pada konferensi administrasi negara
ketiga ini juga tercetus suatu organisasi ilmu administrasi publik yang diharapkan
menjadi ajang silaturahim para pakar dan pemerhati administrasi negara di Indone-
sia. Kami haturkan juga terima kasih yang tidak terkira pada IAPA (Indonesia Asso-
ciation for Public Administration) yang sudah menjadi wadah perkumpulan ilmuwan
dan pemerhati administrasi negara. Buku ini diluncurkan pertama kali di Konfer-
ensi Administrasi Negara keempat di Makasar, agar momen dari konferensi ini tidak
berkurang, dan pemakalah tertarik lagi untuk menulis makalahnya di konferensi-kon-
ferensi berikutnya.

Terakhir kami harap, buku kumpulan makalah ini dapat memberikan makna yang be-
sar bagi para pemerhati dan pakar administrasi publik, baik secara konsepsi ataupun
praktis.

Bandung, 31 Mei 2011
Editor
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Abstrak

Makalah ini akan memberikan ulasan tentang pentingnya perubahan dalam ilmu ad-
ministrasi negara yang perlu menyesuaikan diri dengan keadaan bangsa dan negara
di Indonesia. Dalam perspektif manajemen ini, administrasi negara di perspektifkan
sebagai manajemen yang mengatur masyarakat/publik. Perubahan ini menyanghkut

pada berbagai aspek pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Makalah ini juga akan
memaparkan beberapa temuan terbaru dari hasil konferensi administrasi negara tiga,
dimana dalam konferensi tersebut menemukan beberapa makalah yang dapat menjadi
acuan bahwa ilmu administrasi negara mengalami perubahan/transformasi sangat
cepat, dengan semakin majunya ilmu-ilmu yang mendukung ilmu tersebut.

Kata Kunci: Administrasi negara, Manajemen dan Perubahan.

Pendahuluan

Perkembangan Ilmu Administrasi Negara pada saat ini dirasakan cukup pesat di In-
donesia, ini diperlihatkan dengan semakin‘tumbuhnya lembaga-lembaga pendidikan
maupun non-pendidikan yang bergerak di bidang administrasi negara. Administrasi
negara sendiri di Indonesia memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda-beda pan-
dangan. Ada dua pandangan atau perspektif yang tertarik akan diangkat dalam judul
buku ini, perspektif pertama adalah perspektif manajemen dan kedua adalah pers-
pektif politik dan kebijakan publik. Dalam sudut pandang manajemen sendiri admin-
istrasi negara ditempatkan sebagai pelaksana dan pengeksekusi berbagai aktifitas di
dalam negara, sedangkan dalam perspektif politik dan kebijakan publik, administrasi
negara dipandang sebagai perancangan dan pengevaluasi aktifitas di dalam negara.
Aktifitas-aktifitas ini kemudian yang saling lengkap melengkapi dari perkembangan
administrasi negara di Indonesia.

Perkembangan ini diindikasikan dengan semakin dinamisnya ilmu ini dengan ber-
bagai perkembangan nomenklatur, mulai dari ilmu tata negara, administrasi negara,
administrasi publik dan yang sampai mutakhir ini ilmu manajemen dan kebijakan
publik. Perkembangan inilah yang dijanjikan oleh tumbuh dan berkembangnya suatu
ilmu, pandangan ini di landasi oleh pemikiran Rosenbloom dan Kravchuck (2009)
tentang core ilmu administrasi negara antara lain hukum, politik dan menajemen,
perspektif ini juga didukung oleh Eran V. Gadot (2001) yang menuliskan core ilmu
administrasi negara itu antara lain organisasi dan bisnis, ilmu budaya dan sosiologi
serta politik dan kebijakan publik

Perspektif inilah yang menjadi kekuatan arus utama dalam administrasi negara di In-
donesia. Transformasi adalah bentuk perubahan yang sekarang menjadi trend dari
ilmu administrasi negara, pengelolaan negara secara lebih efisien, efektif dan ekono-
mis seperti yang dituliskan Peter F Drucker (2000} Pengelolaan ini pada akhirnya

! Dosen Administrasi Negara, FISIE UNPAD, Bandung.
? Dosen Administrasi Negara, FISIP. UNPAD, Bandung.
" Dosen Administrasi Negara, FISIP, UNPAD, Bandung




menuntut perubahan cara pandang ilmu ini sendiri sebagai ilmu yang mengikuti per-
ubahan sosial di Indonesia. Perubahan ini dilihat dari semakin dinamisnya budaya
dan politik di Indonesia, dominasi politik ini terutama lebih dititik beratkan kepada
menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan bagaimana melaksanakan
kebijakan tersebut secara konsisten.

Djaja Saefullah (2010) menuliskan perubahan ini terutama pada nilai-nilai keragaman
masyarakat Indonesia sendiri, sehingga pengelola negara atau pemerintah perlu
mengikuti arus ini sebagai salah satu pengayom masyarakat. Pemerintah sebagai
salah satu bidang kajian dalam ilmu administrasi negara di Indonesia ini juga sangat
terpengaruh oleh arus globalisasi yang sangat cepat merambat di Indonesia dengan
semakin membuka dirinya Indonesia dalam bidang ekonomi. Arus investasi yang
sangat tinggi mencirikan bahwa administrasi negara Indonesia jua harus mampu
mengimbangi berbagai korporasi-korporasi internasional yang terus masuk ke Indo-
nesia.

Perubahan Mendasar dalam Manajemen Publik

Owen Hughes (2009) menuliskan bahwa Perkembangan ilmu manajemen publik ini
berkembang setelah Taylor memperkenalkan scientific management pada masyarakat
administrasi publik. Pada bab ini penulis akan memaparkan tentang arti pentingnya
manajemen yang rasional pada sektor publik, karena selama ini seolah-olah kajian
tentang publik ini sangat berkaitan dengan konsepsi negara, bahkan dalam bukunya
Merilee. S Grindlle (1990) menuliskan bahwa kajian ilmu administrasi publik terlalu
banyak kajian tentang negara (too much state), padahal ilmu administrasi publik se-
bagai ilmu sosial dan dikategorikan sebagai social enggineering (Phillip M Hauser,
1972) harus banyak merangkul kepentingan-kepentingan publik sebagai salah satu
alasan utamanya mengkaji tentang masalah publik.

Pada dasarnya, administrasi berarti petunjuk berikut dan manajemen berarti penca-
paian hasil dan mengambil tanggung jawab pribadi untuk melakukannya (Owen
Hughes, 2007). Sebagai contoh Rainey (1990) berpendapat, manajemen publik me-
miliki asal-usul semantik yang menyiratkan mengambil hal-hal di tangan dan ini me-
nunjukkan semacam suatu ketegasan dan efisiensi yang dikaitkan dalam stereotip
untuk manajemen bisnis. Bagaimana manajemen berbeda dari administrasi dapat me-
lihat tulisan Allison (1982) mengacu sebagai fungsi pada manajemen umum. Fungsi
manajemen umum memiliki pengertian sebagai berikut (dalam Owen Hughes, 2007):
Strategi:

1. Menetapkan sasaran dan prioritas untuk organisasi (atas dasar ramalan ling-

kungan eksternal dan kapasitas organisasi).
2. Menyusun rencana operasional untuk mencapai tujuan tersebut.

Pengorganisasian dan Staf:

1. Dalam mengorganisir, manajer perlu menetapkan struktur (unit dan posisi de-
ngan otoritas ditugaskan dan tanggung jawab) dan prosedur untuk mengkoor-
dinasikan kegiatan dan mengambil tindakan). Dalam kepegawaian juga men-
coba untuk sesuai dengan orang yang tepat dalam pekerjaan kunci.



2. Mengarahkan personil dan sistem manajemen personil: kapasitas organisasi
itu diwujudkan terutama di anggotanya dan keterampilan dan pengetahuan
mereka. Merekrut manajemen personalia sistem, memilih, mensosialisasikan,
kereta api, penghargaan, menghukum, dan keluar modal manusia organisasi,
yang merupakan kapasitas organisasi untuk bertindak untuk mencapai tujuan
dan untuk menanggapi arahan khusus dari manajemen.

3. Kinerja Pengendalian: berbagai sistem manajemen informasi termasuk ang-
garan operasional dan modal, rekening, laporan, dan sistem statistik, penilaian
kinerja, dan evaluasi produk membantu manajemen dalam pengambilan kepu-
tusan dan dalam mengukur kemajuan untuk mencapai tujuan.

Mengelola Konstituen Eksternal

1. Berurusan dengan subyek ‘eksternal’ unit organisasi untuk beberapa kewena-
ngan umum: sebagian besar manajer umum harus berurusan dengan manajer
umum dari unit lain dalam organisasi yang lebih besar di atas, lateral dan di
bawah untuk mencapai tujuan unit mereka.

2. Berurusan dengan organisasi independen: agen dari cabang lain atau tingkat
pemerintahan, kelompok kepentingan, dan perusahaan-perusahaan swasta
yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya.

3. Berurusan dengan pers dan publik atas tindakan atau untuk mencapai persetu-
juan dari publik.

Atas pandangan itulah maka terdapat perubahan yang besar dalam ilmu manajemen
secara klasik, ini dapat diperlihatkan dengan semakin berkembangnya perubahan
dalam manajemen di beberapa organisasi pemerintahan, organisasi pemerintah men-
jadi cenderung lebih gemuk, karena setiap fungsi harus diisi oleh beragam keahlian
dari berbagai sektor dengan tunjangan kinerja yang berbeda-beda disetiap lini. Se-
bagai contoh pada sektor keuangan di Indonesia, para pegawai administrasi disini
memiliki tunjangan kinerja yang berbeda dengan beberapa lembaga lainnya, padahal
jika dilihat secara mendalam pegawai negeri sipil semua harus sama dalam hal peng-
gajian dan tunjangan.

Bergeraknya Paradigma New Public Management

Meluasnya ide Osborne dan Gaebler (2005) tentang mewirausakan birokrasi di
Amerika Serikat menyebabkan ide NPM ini mulai menyebar ke seantero jagat. Penye-
baran ini yang memungkinkan suatu pemerintahan memiliki inovasi dan kreatifitas
yang lebih tinggi, padahal di sektor publik ini terkenal dengan kekakuan, kerigidan
dan ketertutupan. NPM menjadi “pemecah” kebuntuan di sektor publik di Indonesia
ini, sebagaimana yang dituliskan dalam beberapa makalah dari konferensi adminis-
trasi negara ketiga di Unpad Bandung, Jawa Barat. Beberapa makalah memperlihatkan
keberagaman terutama dalam menyikapi tunjangan kinerja dari beberapa daerah di
Indonesia serta beberapa perusahaan milik pemerintah. Keragaman inilah menye-
babkan perubahan dalam aksi manajemen. Manajemen pemerintahan di Indonesia
menjadi semakin dinamis. Dalam beberapa literatur asing menuliskan tentang po-
lemik diskresi, dalam pertanyaan besarnya kemudian,‘apaknh memungkinkan untuk
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melakukan inovasi, kreatifitas dan kreasi di sektor publik. Karena aksi dari diskresi ini
dalam pandangan negatif dapat diperkatakan sebagai menyalahi aturan atau hukumn
yang berlaku, namun dalam pandangan politik yang positif dapat di sanjung. Sehingga
inovasi dan kreatifitas dalam membangun administrasi negara di Indonesia belum di
hukumkan, pandangan-pandangan ini hanya sebatas mengartikan secara sempit atau-
pun secara meluas, dan itupun tergantung atas keputusan segelintir masyarakat yang
dipilih jadi wakil rakyat.

Jika seorang manajer merupakan seseorang yang bertanggung jawab atas pencapai-
an organisasi maka manajemen dapat diartikan sebagai segala tujuan dan aktifitas
yang melibatkan arahan organisasi atau salah satu unit dari; perencanaan, organisasi,
kepemimpinan, dan pengawasan (Hellriegel, Jackson dan Slocum, 2005). Seperti yang
pembaca pahami bahwa seseorang dalam berbagai pekerjaan mengharapkan untuk
melakukan sesuatu tujuan, walaupun itu bukan menjadi fokus tujuannya, tujuannya
bisa sangat bermacam-macam, bisa social reasons ataupun material reason. Sedang-
kkan dalam konteks organisasi manajemen dapat diartikan menggunakan sumber daya
organisasi untuk mencapai objektif organisasi melalui fungsi perencanaan, organisasi,
dan staf, kepemimpinan, dan pengawasan (Andrew ] Durbin, 2006).

Koordinasi dapat dilakukan di organisasi yang memiliki hubungan dengan berba-
gal subdivisi untuk bekerjasama antara pekerja yang ditempatkan dalam struktur
kewenangan, sehingga koordinasi perintah dan wewenang dapat dilakukan antara
atasan dan bawahan. Dalam tulisan Gullick dan Urwick tersebut ada dua aspek selain
koordinasi, yang kedua adalah ide yang juga disebut sebagai serangkaian pembangu-
nan single intelegensia untuk dicapai oleh pikiran dan bekerjasama dalam kelompok
sehingga setiap pekerja memiliki tujuan dalam mencapai kemampuan dan antusiasme
dalam bekerja. Pembangunan single intelegensia ini dalam sektor privat menjadi sa-
ngat penting, bahkan menjadi roda penggerak dalam kemajuan organisasi. Berbeda
dengan organisasi publik yang masih sangat taat pada aturan dan hukum, sehingga
pekerja dan pegawai tidak diberi keluasaan untuk bertindak.

Dalam berbagai kesempatan kenaikkan jabatan seorang pagawai negeri sipil, dinilai
masih sangat terpengaruh dengan budaya kedekatan, budaya kedekatan ini memang
tidaklah sepenuhnya salah selama pegawai yang diangkat sebagai pejabat publik
ini memiliki kemampuan dan merit secara pengalaman dan keahlian. Kompetensi
manajerial di sektor publik ini memang sangatlah sulit untuk menerjemahkannya
karena nuansa kekuasaan sangat berperan penting dalam berbagai pengangkatan.
Kekuatan politik tingkat atas, menengah atau bawah sangat berperan memilih orang
yang tepat dalam lingkup kekuasaan.

Di Indonesia pengaruh kompetensi manajerial ini masih diikuti dengan aktifitas suku,
ras, golongan, agama dan etnik. Tidak jarang dalam berbagai organisasi di pusat ketika
salah satu etnik berkuasa maka secara pasti akan mewarnai pengambilan keputusan
berdasarkan etnik tersebut. Aktifitas ini disebut dengan aktifitas primordial dan feo-
dal. Dalam berbagai kompetensi yang coba dijalankan oleh para pengambil keputusan
ini adalah untuk melindunginya. Dalam pandangan penulis aktifitas ini sangatlah wa-



jar karena Indonesia merupakan negara multi etnik, agama dan sebagainya sehingga
berbagai kepentingan sangat perlu diamankan.

Berbagai literatur menjelaskan bagaimana melihat kompetensi seorang manajer se-
cara objektif, seperti yang ditawarkan oleh Hellriegel, Jackson, dan Scolum (2007),
mereka mendefinisikan bahwa untuk melihat kompetensi seorang manajer publik
perlu memperhatikan aspek komunikasi, perencanaan dan administrasi, kerja tim,
strategi aksi, pemahaman global dan glokal, dan manajemen diri. Penulis melihat
jika seorang pemimpin publik diangkat perlu juga memperhatikan keenam aspek
ini. Seseorang di beri amanah untuk memimpin organisasi publik perlu diisi dengan
seorang manajer publik yang memiliki kompetensi secara obyektif. Komunikasi meru-
pakan hal yang paling terpenting karena dengan komunikasi tiga arah maka seorang
manajer publik tidak mengambil keputusan publik secara sepihak dan mendapatkan
legalisasi dari pegawai dan masyarakat sebagai stake holders. Pegawai merupakan
pengeksekusi dari peran-peran manajer, oleh karena itu pegawai perlu memahami
suatu perintah dengan jelas agar mampu menjembatani ke abu-abuan dari berbagai
pemahaman seorang pegawai dalam mengintepretasikan perintah.

Perencanaan dan administrasi merupakan hal yang sangat terpenting dalam memaha-
mi awal dari tercapainya suatu tujuan publik, oleh karena itu seorang manajer publik
ketika dipilih harus memiliki visi dan misi yang jelas dengan berbagai perencanaan
yang matang untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai organisasi yang kompleks
maka organisasi publik perlu adanya fungsionalisasi peran dari setiap departemen
oleh karean itu setiap departemen ini perlu memahami pentingnya kerja tim sebagai
pola kerja yang berguna untuk mengurangi resiko departemen terjadi perpecahan.

Dalam berbagai kurikulum yang ada di Indonesia tidak jarang calon sarjana adminis-
trasi publik selalu dibekali dengan mata kuliah manajemen strategis. Ini merupakan
hal yang menurut penulis dirasakan cukup penting, karena dengan langkah yang stra-
tegis yang perlu diambil oleh manajer publik memerlukan pemahaman isu-isu yang
strategis.

Perubahan Secara Evolusioner dalam Satu Dasawarsa

Paham manajerialisme di Indonesia ini bergerak pada 10 tahun terakhir ketika refor-
masi bergulir, pergerakan inilah diilhami oleh keinginan masyarakat Indonesia untuk
berubah total, ketika pada awal millenium dimulai sekitar tahun 1998-2000, Indone-
sia mengalami perubahan struktur politik yang sangat evolutif, ini dicirikan dengan
membangun kepercayaan publik untuk menjadi lebih besar dibandingkan dengan
masa sebelum reformasi. Pada saat sebelum reformasi ide manajerialisme modern
ini belum terlalu diterapkan karena Indonesia saat itu dalam cengkraman politik yang
otoriter, sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan manajemen yang secara
mendasar.

Perubahan lingkungan manajerial terjadi justru setelah Indonesia mengalami per-
ubahan rezim, perubahan ini yang besar terutama dengan adanya desentralisasi di
daerah-daerah. Desentralisasi ini kemudian menjadikan pemerintahan di daerah le-
bih bertenaga, namun tidak jarang ada pemerintahan di daerah yang justru semakin



melemah, karena isu pembangunan regionalistik menjadi lebih mengedepan daripada
isu pembangunan secara nasional.

Pemahaman tentang lingkungan yang berubah dari para manajer publik ini harus ter-
buka secara global dan glokal oleh karena itu tidaklah jarang ketika lingkungan suautu
organisasi publik perlu meningkatkan pemahamannya tentang dunia luar dan dunia
sekitarnya. Lingkungan global menawarkan tantangan dari dunia yang sangat asing
sedangkan lingkungan glokal menawarkan lingkungan sekitar yang berubah karena
pengaruh global.

Untuk menghargai diri sendiri yang merupakan bagian dari organisasi publik maka
diperlukan integritas dalam manajemen diri, di Indonesia berbagai macam ditawar-
kan dalam manajemen diri ini, seperti pendidikan emosional atau motovasi yang
sekarang sedang marak di Indonesia. Dimana pekerjaan dan kehidupan manusia di-
anggap sama-sama penting. Dengan semangat desentralisasi tadi maka semakin besar
juga pengaruhnya pada pembangunan manajerial di daerah-daerah yang dulu diang-
gap memiliki kinerja buruk.

Kesimpulan

Perspektif manajerialisme dalam administrasi negara ini pada akhirnya adalah salah
satu jalan keluar bagi bangsa ini untuk keluar dari kemelut yang berkepanjangan,
karena dengan penerapan manajerialisme yang profesional, akuntabel dan transparan
akan semakin memperbesar harapan publik akan pemerintahannya. Dengan semakin
kuatnya kepercayaan publik ini pemerintah ketika memberikan atau melaksanakan
suatu aktifitas untuk masyarakat lebih mudah dan keberhasilan pembangunan akan
semakin tampak.

Pandangan manajerialisme dalam transformasi administrasi negara ini pada akhirnya
akan menjadi perpesktif baru bagi ilmu administrasi negara di Indonesia.
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PERSPEKTIF MANAJERIALISME

Perkembangan IImu Administrasi Negara pada saat ini dirasakan
cukup pesat di Indonesia, ini diperlihatkan dengan semakin tumbuhnya
lembaga-lembaga pendidikan maupun non-pendidikan yang bergerak
di bidang administrasi negara. Administrasi negara sendiri di Indonesia

memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda-beda pandangan.

Ada dua pandangan atau perspektif yang tertarik akan diangkat
dalam judul buku ini, perspektif pertama adalah perspektif manajemen
dan kedua adalah perspektif politik dan kebijakan publik. Dalam sudut

pandang manajemen sendiri administrasi negara ditempatkan
sebagai pelaksana dan pengeksekusi berbagai aktifitas di dalam negara,
sedangkan dalam perspektif politik dan kebijakan publik, administrasi
negara dipandang sebagai perancangan dan pengevaluasi aktifitas
di dalam negara. Aktifitas-aktifitas ini kemudian yang saling lengkap
melengkapi dari perkembangan administrasi negara di Indonesia.

Perkembangan ini diindikasikan dengan semakin dinamisnya ilmu ini
dengan berbagai perkembangan nomenklatur, mulai dari ilmu tata negara
administrasi negara, administrasi publik dan yang sampai mutakhir ini
ilmu manajemen dan kebijakan publik. Perkembangan inilah yang
dijanjikan oleh tumbuh dan berkembangnya suatu ilmu, pandangan ini
di landasi oleh pemikiran Rosenbloom dan Kravchuck (2009) tentang core
ilmu administrasi negara antara lain hukum, politik dan menajemen,
perspektif ini juga didukung oleh Eran V. Gadot (2001) yang menuliskan
core ilmu administrasi negara itu antara lain organisasi dan bisnis, ilmu
budaya dan sosiologi serta politik dan kebijakan publik.
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